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Menimbang : a. Bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan
Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat
untuk menyelenggarakan  pengelolaan  perkara
pclanggaran  lalu  lintas  berdasarkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;

b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam _
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan - bagi
masyarakat khususnya pencari keadilan  yang “
diselenggarakan oleh Mahkamah Aguﬁg- dan peradilan :

di bawahnya berdasarkan peraturan pe'runciaiﬁg;
undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik; = 3

¢. Bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik,
terutama dalam pengelolaan perkara pelanggafan-.-" |
lalu lintas, maka Mahkamah Agung perlu '.m'enyusim R
standar penyelesaian perkara pelanggaran lali 'lintés R
tertentu yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan
Negert;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf Et,:bg”. |
dan ¢, Mahkamah Agung memandang perlu untuk "
membentuk  Kelompol Kerja - guna’  menyusun

strategi jangka menengah sampai panjang terkait




Mengingat

pengelolaan perkara pelanggaran  lalu lintas - di

pengadilan negeri  dengan  Keputusan Ketua

Mahkamah Agung;

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam

Keputusan Mahkamah Agung ini dipandang cukup

dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

b
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8.

10.

11.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanag;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang—Undamg"
Nomor 14 Tahun 1985; L
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 téﬁt’ﬁﬂg'“_.
Keterbukaan Informasi Publik; -
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang -
Ombudsman Republik Indonesia; R
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang -

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 'tehténg‘ w

Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 48 _Tahu'r.}' 2009 _!'télifang SR

Kekuasaan Kechakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor - 80 Tahun 2012 =

tentang Tata Cara Pemeriksaan ~Kendaraan =~ @ .

Bermotor Di Jalan Dan Penindakan 'Feléhg"gafari R

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; =~

Surat Keputusan Ketua Malikamah Agling }'\!'On'ﬁc)i* S

1-144 Tahun 2011 tentan.g'Pédorn”an"_P'é'léy:'ah'ém:._".-' S

Informasi di Pengadilan; _ R _
Surat Keputusan Ketua Mahkamah '-.Agu'ng Nomor |
076/KMA/SK/VI/2009  tentang - Petunjuk
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Padla" Badan |

Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahl;aﬁiah"}igﬁng'fl\?c'mbt " :'f : e
026/KMA/SK/11/2012 tertang  Standar .




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pelayanan Peradilan,
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor __
084 /KMA/SK/V/2012 tentang Pembentukan Tim -

FPembaruan Peradilan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RE)P'UIBILIK
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI
PENGADILAN NEGERI.

Membentuls  Kelompok Kerja Penyusunan -Per_eif_iiran' B

Mahkamah Agung tentang Pengelolaan Perkaréi'Pélari.g'gar:ahfs
Lalu Lintas di Pengadilan Negeri. o |
Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai:
berikut: | |
Tim Pengarah:
1. Ketua Mahkamah Agung RI _ S
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidancr'w

z:; R

Yudisial;

3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bldangﬂ;

Non Yudisial;
Tim Kerja

Ketua : Dr. HM, Syarzfuddm SH M H (Wakll

Ketua Mahkamah Agung b]demcr Yuchsml) o
Wakil ketua :  Dr.Andi Samsan Nﬁanro S H M H (Haksz"i'.:;

Agung Mahkamah Agung RI) L
Sckretaris  : Prof. Dr. H. Basuki Rckqo WlbOWO % H
M.S. (Kepala Pu%qt Penclmem dan S
Pengembangan Hukum dan Peradﬂan e
Mahkamah Agung RI); -

Anggota

L. Siti Nurdjanah, S.H., M’-H (Kepala Badan";{..; .
Penelitian dan Pengcmbangan &, Pcndld;kan'f._l: S

dan Pelatihan Hukum dan Perad1ian':"'::”-':'.-':-.-"""::

Mahkamah Am_mg RIj;

2. Herri  Swantoro, S H M H (Dlrektur'- S




KETIGA

SJJ

.UI

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Tim Asistensi:

1.

Jenderal Badan Peradilan ~ Umum.
Mahkamah Agung Ri);

Dr. Ridwan Mansyur,S.H., M.H. (Kepala
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Mahkamah Agung RI);

H. Suharto, S.H.,M.Hum {Panitera Muda
Pidana Umum Mahkamah Agung);

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. (Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta);

Partini, S.H. (Direktur Pembinaan
Administrasi Peradilan Umum, Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum);

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. (Direktur
Pemb.Tenaga Teknis Peradilan Umum,
Difjen Badan Peradilan Umum), _
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta ’I‘imur"; _
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara; |
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; - -:

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Ketua Pengadilan Negeri 'Jaka.rté‘Bérat';'- e :

Ketua Pengadilan Negeri Taiﬁge-ra'ﬂg;'
Ketua Pengadilan Negeri Bekasi; . .
Ketua Pengadilan Negeri Bogor; -

Ketua Pengadilan Negeri Cibinbng;‘"'

Ketua Pengadilan Negeri Dép'ok';

Pusat Penelitian dan 'Peng'em'b'ang:aﬁ_ i
Hukum dan Peradilan Mahkaﬁléh Agung -
RI: R R
Pusat Studi Hukum dan Ke";i)'ijal.cé:rﬁ _ ._ i

Indonesia (PSHK);

Menugaskan kepada Kelompok Kerja Penyusunan Pér’atu'réui o

Mahkamah Agung tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran =

Lalu Lintas di Pengadilan Negeri untulk:
g b4

L. Menyusun naskah akademik vyang di’péﬂukaﬁ -uﬁthk e

mendukung penyusunan Peraturan Mahkamah Agung ini. SR




2. Mengadakan diskusi intensil dengan melibatkan seluas

mungkin pemangku kepentingan.

[N

- Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung -
tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di
Pengadilan Negoeni.

4. Mewakili Mahkamah Agung dalam koordinasi kebijakan

dengan Kepolisian dan Kejaksaan terkail pengelolaan

perkara pelanggaran lalu lintas.

KEEMPAT b Dalam melaksanakan  tugasnya, berkoordinasi dengan

Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Tim Pembaruan
Peradilan  Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

KELIMA Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan anggaran donor.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : o
Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Yudlsla}t;
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

‘Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;

Ul B W

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
APAN URUSAN ADMINISTRAS]
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